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ABSTRAK 

Rani Delfira (21060101): Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana 

Perimbangan, dan Belanja Langsung Pemerintah Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Provinsi Lampung. Skripsi Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Dibawah bimbingan Ibu Dr. 

Ariusni, SE. M.Si 

Pada tahun 2014 sampai tahun 2019 pertumbuhan ekonomi di Provinsi 

Lampung cenderung stagnan dan diatas angka nasional. Namun pada tahun 2020 

mengalami penurunan sebesar -1,66 persen karena pandemi Covid-19. Pada masa 

pemulihan dari terjadinya pandemi, yaitu tahun 2021 sampai 2022 pemulihan 

pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung lebih lambat dibandingkan nasional dan 

belum mencapai angka sebelum pandemi. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah, 

Dana Perimbangan dan Belanja Langsung Pemerintah cenderung mengalami 

peningkatan tiap tahunnya dan lebih besar dari angka sebelum terjadinya pandemi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, 

Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Belanja 

Langsung Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung. 

Menggunakan metode Regresi Data Panel yang mencakup 15 kabupaten/kota di 

Provinsi Lampung dari tahun 2014 hingga tahun 2022. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dana Alokasi 

Umum dan Belanja Langsung Pemerintah berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Secara bersama-sama Pendapatan Asli 

Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan 

Belanja Pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Provinsi Lampung. 

Kata Kunci :Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana 

Perimbangan, Belanja Langsung Pemerintah, Regresi Data Panel 
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ABSTRACT 

Rani Delfira (21060101): Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana 

Perimbangan, dan Belanja Langsung Pemerintah Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Provinsi Lampung. Skripsi Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Dibawah bimbingan Ibu Dr. 

Ariusni, SE. M.Si 

From 2014 to 2019, economic growth in Lampung Province tended to 

stagnate and was above the national figure. However, in 2020 it decreased by -

1.66 percent due to the Covid-19 pandemic. During the recovery period from the 

pandemic, namely from 2021 to 2022, the recovery of economic growth in 

Lampung Province was slower than the national figure and had not reached the 

pre-pandemic figure. Meanwhile, Regional Original Income, Balancing Funds and 

Direct Government Expenditures tended to increase each year and were greater 

than the figures before the pandemic. This study aims to determine the effect of 

Regional Original Income, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, 

Revenue Sharing Funds, and Direct Government Expenditures on Economic 

Growth in Lampung Province. Using the Panel Data Regression method covering 

15 districts/cities in Lampung Province from 2014 to 2022. The results of the 

study show that Regional Original Income and Special Allocation Funds have a 

positive and significant effect on Economic Growth. General Allocation Funds 

and Direct Government Expenditures have a positive and insignificant effect on 

Economic Growth. Revenue Sharing Funds have a negative and insignificant 

effect on Economic Growth. Together, Regional Original Income, General 

Allocation Fund, Special Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, and 

Government Expenditure have a significant influence on Economic Growth in 

Lampung Province. 

Keywords: Economic Growth, Local Original Income, Balancing Funds, 

Direct Government Spending, Panel Data Regression 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Otonomi daerah yang diberikan kepada pemerintah daerah di 

Indonesia melalui UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 

memberikan kesempatan besar bagi daerah untuk mengatur urusan mereka 

sendiri tanpa banyak campur tangan dari pemerintah pusat. Tujuan utamanya 

adalah agar partisipasi daerah lebih terlibat dalam pengambilan keputusan dan 

pengelolaan pemerintahan daerah. Selain meningkatkan partisipasi, otonomi 

daerah juga diharapkan bisa berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi di 

daerah tersebut. 

Otonomi daerah adalah salah satu instrumen utama untuk 

mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah dengan memberi lebih banyak 

wewenang kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan yang sesuai 

dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah mereka. Selain itu, otonomi 

daerah juga diharapkan bisa mempercepat pembangunan infrastruktur dan 

memastikan pembangunan merata di seluruh Indonesia (Bahasoan & Anwar, 

2024). Pembangunan ekonomi merupakan langkah strategis untuk mendukung 

pelaksanaan salah satu prioritas dalam Pembangunan Nasional, yaitu 

mempercepat pemulihan ekonomi sekaligus memperkuat fondasi 

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan dengan 

berlandaskan sistem kerakyatan (Yasin, 2020). 
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Negara-negara berkembang sangat bersemangat untuk melakukan 

pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi, yang tidak hanya bertujuan 

untuk memenuhi kebutuhan individu, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat secara keseluruhan. Salah satunya adalah negara Indonesia, yang 

merupakan negara berkembang dan selalu berupaya untuk menstabilkan 

perekonomiannya. Intervensi pemerintah dalam ekonomi berperan penting 

untuk memastikan pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan optimal. 

Menurut pandangan Keynes, untuk mencapai pertumbuhan yang stabil, 

diperlukan peran pemerintah dalam mengelola perekonomian, baik melalui 

kebijakan moneter (seperti pengaturan suku bunga dan jumlah uang yang 

beredar) maupun kebijakan fiskal (termasuk perpajakan dan pengeluaran 

pemerintah) (Fadli et al., 2023). 

Pulau Sumatera merupakan bagian dari Indonesia yang mempunyai 

sepuluh provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, 

Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung dan 

Kepulauan Riau. Setiap provinsi di pulau Sumatera mempunyai tingkat 

perekonomian yang berbeda. Kegiatan ekonomi di suatu wilayah pada 

umumnya tercermin dari kemampuan daerah tersebut dalam memproduksi 

barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini dapat diukur melalui 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang menjadi indikator utama 

untuk menggambarkan kondisi ekonomi suatu daerah dalam periode tertentu 

(Pasalbessy, 2024). 
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Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (data diolah) 

Gambar 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku 

Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2014-2022 (miliar 

rupiah) 

 

Gambar 1.1 diatas menunjukkan perkembangan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) di Pulau Sumatera dari tahun 2014 hingga tahun 

2022. Pada gambar terlihat bahwa Provinsi Lampung merupakan Provinsi 

yang menjadi urutan ke 4 memiliki PDRB terbesar di Pulau Sumatera setelah 

Provinsi Sumatera Utara, Riau dan Sumatera Selatan. Lampung merupakan 

daerah Sumatera bagian Selatan yang berseberangan dengan Pulau Jawa. 

Berdasarkan letak yang strategis ini harusnya tingkat pertumbuhan di 

Lampung lebih unggul dari Provinsi lain yang ada di Sumatera. PDRB 

Provinsi Lampung mengalami kenaikan tiap tahunnya, namun pada tahun 

2020 mengalami penurunan karena terjadinya Covid-19 yang melanda secara 

global, termasuk di Indonesia. Pandemi ini menyebabkan gangguan pada 
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berbagai sektor ekonomi, terutama perdagangan, pariwisata, transportasi, dan 

industri pengolahan yang menjadi penyumbang utama PDRB. 

Provinsi Lampung adalah salah satu provinsi yang sudah merasakan 

dampak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah. Sebagai provinsi otonom, 

Lampung memiliki wewenang untuk mengelola dan mengatur urusan 

pemerintahannya sendiri, membuat kebijakan pembangunan, dan 

mengembangkan sektor ekonomi seperti pertanian, perkebunan, perikanan, 

dan pariwisata yang menjadi andalan provinsi tersebut.  

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung 

merupakan salah satu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif 

tinggi, melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera. Pada 

periode 2014 hingga 2022, Provinsi Lampung mencatat rata-rata pertumbuhan 

ekonomi sebesar 4,04 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 

ekonomi Pulau Sumatera yang sebesar 3,77 persen. Provinsi ini terdiri dari 15 

kabupaten/kota dengan tingkat perekonomian yang belum merata. Perbedaan 

karakteristik geografis, sumber daya alam, dan sektor unggulan di setiap 

kabupaten/kota menyebabkan kemampuan masing-masing daerah dalam 

menghasilkan PDRB bervariasi. Lampung sebagai gerbang utama penghubung 

Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa mendukung aktivitas perdagangan dan 

transportasi nasional, lokasinya yang strategis sebagai jalur distribusi barang 

antara Pulau Jawa dan Sumatera menjadikan Lampung berpotensi besar dalam 

pertumbuhan ekonomi.  
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Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (data diolah) 

Gambar 1.2 Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung Tahun 2014-

2022 (Persen) 

 

Berdasarkan gambar 1.2 diatas tingkat pertumbuhan ekonomi 

Indonesia dan Provinsi Lampung dari tahun 2014 hingga 2022 menunjukkan 

bahwa pertumbuhan ekonomi Lampung umumnya mengikuti pola 

pertumbuhan nasional dengan angka yang cukup sebanding, meskipun 

terdapat variasi di setiap tahun. Secara umum, pertumbuhan ekonomi Provinsi 

Lampung berada di atas rata-rata nasional hingga tahun 2019. Dampak 

pandemi Covid-19 pada 2020 terlihat pada kedua wilayah, dengan Provinsi 

Lampung mengalami kontraksi sebesar -1,66 persen dan Indonesia sebesar -

2,07 persen. Pemulihan di Provinsi Lampung lebih lambat dibandingkan 

nasional, dengan pertumbuhan sebesar 2,77 persen pada 2021 dan 4,28 persen 

pada 2022, sementara Indonesia pulih lebih cepat dengan pertumbuhan 

mencapai 5,31 persen pada 2022. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun 

Provinsi Lampung sempat lebih kuat sebelum pandemi, tingkat pemulihannya 

sedikit tertinggal dibandingkan dengan tren nasional. Laju pertumbuhan 
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ekonomi Provinsi Lampung ini masih belum mencapai tingkat pertumbuhan 

ekonomi sebelum pandemi. 

Pemanfaatan sumber daya keuangan daerah memiliki peran strategis 

dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pertumbuhan 

ekonomi daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam menjalankan keuangan 

dari segi penerimaan maupun pengeluaran (Basri et al., 2025). Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) menunjukkan seberapa mandiri suatu daerah dalam 

membiayai pembangunan. Semakin besar pendapatan asli daerah, diharapkan 

semakin cepat pula pertumbuhan ekonominya. Dana Perimbangan dari 

pemerintah pusat membantu daerah yang membutuhkan, agar pembangunan 

bisa lebih merata. Selain itu, efektivitas belanja pemerintah, terutama pada 

sektor-sektor produktif, menjadi faktor kunci dalam menentukan sejauh mana 

alokasi anggaran dapat menggerakkan kegiatan ekonomi di Provinsi 

Lampung. Oleh karena itu, hubungan antara pendapatan asli daerah, dana 

perimbangan, dan belanja pemerintah menjadi elemen penting untuk 

memahami dinamika pertumbuhan ekonomi di daerah. 

Di era otonomi daerah, sumber pendapatan daerah meliputi Pendapatan 

Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), 

dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Semakin besar pendapatan yang diterima, 

semakin baik karena hal ini berdampak positif pada pembiayaan pembangunan 

ekonomi daerah. Dengan pendapatan yang lebih besar, pemerintah dapat 

meningkatkan belanja untuk pembangunan, yang pada akhirnya akan 

mendorong pertumbuhan ekonomi (Meylani et al., 2019). 
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Desentralisasi fiskal memberikan wewenang yang luas kepada daerah 

untuk memanfaatkan potensi yang dimilikinya sebagai sumber pendapatan 

guna membiayai pengeluaran daerah dalam mendukung pelayanan publik. 

pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang 

bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada daerah dalam mencari dana 

untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah sesuai prinsip desentralisasi. 

pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh langsung dari 

sumber daya daerah itu sendiri, dengan tujuan untuk meningkatkan 

penerimaan daerah. Ini penting untuk menilai seberapa mandiri suatu daerah 

dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Pendapatan asli 

daerah menjadi indikator utama yang menunjukkan kemampuan suatu daerah 

dalam melaksanakan dan mewujudkan otonomi daerah. Selain itu, pedapatan 

asli daerah juga menggambarkan tingkat kemandirian daerah tersebut 

(Pratama, 2021). 

Menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 pasal 79 disebutkan 

bahwa pendapatan asli daerah terdiri dari: (a) hasil pajak daerah, (b) hasil 

retribusi daerah, (c) hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan milik  

daerah yang dipisahkan, (d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Oleh 

karena itu pedapatan asli daerah merupakan salah satu komponen sumber 

utama keuangan daerah. 
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Berikut merupakan data pendapatan asli daerah di Provinsi Lampung 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Tahun 

2014-2022 (Rupiah) 

No Tahun Pendapatan Asli Daerah (Rupiah) 

1 2014                 2.274.685.572.913  

2 2015                 2.247.342.667.611  

3 2016                 2.368.796.251.247  

4 2017                 2.750.596.478.331  

5 2018                 2.864.235.753.079  

6 2019                 3.018.067.291.160  

7 2020                 2.842.286.479.070 

8 2021                 3.249.669.847.265  

9 2022                 3.678.302.295.132  

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2025 

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat dari penyajian data realisasi 

pendapatan asli daerah Provinsi Lampung yaitu tahun 2014-2022, Dimana 

pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 

Rp3.678.302.295.132 dan pendapatan terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu 

sebesar Rp2.247.342.667.611. Pendapatan asli daerah mengalami penurunan 

di tahun 2015 dari Rp2.274.685.572.913 pada tahun 2014 menjadi 

Rp2.247.342.667.611 dan pada tahun 2020 dari Rp3.018.067.291.160 pada 

tahun 2019 menjadi Rp2.842.286.479.070. Penurunan pendapatan asli daerah 

ini dapat mengindikasikan masalah dalam kemandirian fiskal daerah, secara 

teoritis sangat penting untuk memastikan daerah dapat menjalankan fungsinya 

secara efektif tanpa ketergantungan besar terhadap pemerintah pusat.  

Dengan adanya pendapatan asli daerah sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 
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daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, sumber dana pemerintah daerah 

bergantung pada peran pedapatan asli daerah. Diharapkan pendapatan asli 

daerah dapat menjadi sumber utama untuk membiayai pembangunan daerah. 

Oleh karena itu, pemerintah daerah harus berupaya meningkatkan pendapatan 

dari sumber-sumber daerah, sehingga keuangan daerah dapat lebih besar dan 

digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Hal ini juga akan memberi 

daerah lebih banyak kebebasan untuk mengatur keuangan sesuai dengan 

kebutuhan dan rencana pembangunan daerah tersebut.  

Selain pedapatan asli daerah suatu daerah juga memiliki dana 

perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang diberikan oleh pemerintah 

pusat untuk memenuhi kebutuhan daerah. Menurut Amandemen Undang-

Undang Pemda (UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014) tentang 

Pemerintahan Daerah bahwa dana perimbangan meliputi, Dana Alokasi 

Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). 

Tujuan dari dana ini adalah untuk mengurangi ketimpangan keuangan antara 

pemerintah pusat dan daerah. Namun, jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

tinggi, maka ketergantungan daerah terhadap dana Perimbangan atau dana 

yang diberikan oleh pemerintah pusat akan semakin berkurang, dan 

sebaliknya. Berikut merupakan data dana bagi hasil, dana alokasi umum dan 

dana alokasi khusus di Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

 

 



10 
 

 
 

Tabel 1.2 Realisasi Dana Alokasi Umum,  Dana Alokasi Khusus dan Dana  

Bagi Hasil Provinsi Lampung Tahun 2014-2022 (Rupiah) 

No Tahun 
Dana Alokasi 

Umum 

Dana Alokasi 

Khusus 

Dana Bagi 

Hasil 

1 2014 1.136.053.041.000 48.851.620.000 287.581.907.000 

2 2015 1.097.129.439.000 245.066.400.000 172.095.689.000 

3 2016 1.321.679.032.000 1.651.557.871.000 185.475.997.000 

4 2017 1.851.595.354.000 542.809.262.000 249.340.043.000 

5 2018 1.854.701.094.000 745.585.220.000 216.041.063.000 

6 2019 1.906.780.297.000 581.870.716.000 138.544.335.000 

7 2020 1.732.551.921.000 571.540.325.000 157.793.963.000 

8 2021 1.726.296.248.000 2.232.553.877.000 225.542.359.000 

9 2022 1.719.175.461.000 1.251.722.552.000 253.438.084.000 

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2025 

Dana Alokasi Umum adalah salah satu komponen utama dari dana 

perimbangan, memiliki sifat yang lebih fleksibel dibandingkan komponen lain 

dari dana perimbangan seperti dana alokasi khusus yang bersifat spesifik. 

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum 

(DAU) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) dan diberikan untuk membantu menyamakan kemampuan 

keuangan antar daerah. Tujuannya adalah untuk mendukung kebutuhan daerah 

dalam pelaksanaan desentralisasi, sehingga dapat mendorong pertumbuhan 

ekonomi di daerah tersebut. 

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat kita lihat data realisasi dana alokasi 

umum Provinsi Lampung selama sembilan tahun yaitu tahun 2014-2022 

mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 dana alokasi umum sebesar 

Rp1.136.053.041.000 dan mengalami penurunan sebesar 

Rp1.097.129.439.000 pada tahun 2015. Setelah itu, dana alokasi umum terus 
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meningkat hingga puncaknya pada 2019, mencapai Rp1.906.780.297.000. 

dana alokasi umum mengalami penurunan dari Rp1.732.551.921.000 pada 

tahun 2020 hingga Rp1.719.175.461.000 pada tahun 2022. 

Selain dana alokasi umum  yang diberikan pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah, dana lain yang dialokasikan yaitu dana alokasi khusus. 

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang diberikan oleh pemerintah 

pusat kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus sebagai urusan 

daerah dan sesuai dengan proritas nasional (Santoso et al., 2021). dana alokasi 

khusus untuk Provinsi Lampung dari tahun 2014 hingga 2022 menunjukkan 

fluktuasi yang signifikan. Pada awal periode, yakni tahun 2014, Lampung 

menerima dana alokasi khusus sebesar Rp48.851.620.000, jumlah yang relatif 

kecil dibandingkan tahun-tahun berikutnya. Tahun 2015 dan 2016 mengalami 

peningkatan signifikan, dengan alokasi mencapai Rp245.066.400.000 dan 

Rp1.651.557.871.000. Setelah itu, terjadi penurunan pada tahun 2017 menjadi 

Rp542.809.262.000, namun naik lagi di tahun 2018 menjadi 

Rp745.585.220.000, menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2019 dan 

2020, dana alokasi khusus yang diterima adalah Rp 581.870.716.000 dan 

Rp571.540.325.000, yang relatif stabil. Tahun 2021 mencatatkan puncak 

tertinggi dalam alokasi dana alokasi khusus sebesar Rp2.232.553.877.000, 

untuk mendukung pemulihan ekonomi dan infrastruktur pasca-pandemi. 

Kemudian, pada tahun 2022, alokasi kembali menurun ke angka 

Rp1.251.722.552.000, yang masih cukup tinggi namun lebih rendah dari tahun 

sebelumnya. Perubahan besar ini bisa dipengaruhi oleh prioritas nasional, 
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anggaran pusat, serta kebutuhan spesifik proyek-proyek daerah setiap 

tahunnya. 

Menurut Undang- Undang No. 33 tahun 2004 Dana Bagi Hasil (DBH) 

merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang diberikan 

kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk membiayai kebutuhan 

daerah dalam upaya pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil Provinsi 

Lampung dari tahun 2014 hingga 2022 menunjukkan fluktuasi setiap 

tahunnya. Pada awal periode, jumlah dana yang diterima sebesar 

Rp287.581.907.000 di tahun 2014 dan mengalami penurunan pada tahun-

tahun berikutnya dengan beberapa kenaikan, seperti pada tahun 2017 sebesar 

Rp249.340.043.000 dan tahun 2021 sebesar Rp225.542.359.000 sampai 

Rp253.438.084.000 pada tahun 2022. Fluktuasi dana ini berimplikasi pada 

kemampuan Provinsi Lampung untuk melakukan penganggaran yang stabil 

bagi pembangunan daerah dan penyediaan layanan publik. 

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kegiatan 

ekonomi agar kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tercapai. Salah satu cara 

untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan pengeluaran atau 

belanja. Belanja pemerintah terbagi menjadi dua jenis, yaitu belanja langsung 

dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung adalah pengeluaran yang 

tidak berkaitan langsung dengan program pemerintah. Sementara itu, belanja 

langsung adalah pengeluaran yang langsung mendukung pelaksanaan program 

dan kegiatan pemerintah (Prisilia et al., 2020). Namun, penelitian ini hanya 

berfokus pada belanja langsung pemerintah yaitu belanja daerah yang 
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dianggarkan dan berkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan 

kegiatan pemerintah daerah. 

Adapun yang termasuk kedalam belanja langsung yaitu belanja 

pegawai upah honorarium, belanja barang atau jasa, dan belanja modal. Data 

belanja langsung pemerintah Provinsi Lampung tahun 2014-2022 yaitu 

sebagai berikut: 

Tabel 1.3 Realisasi Belanja Langsung Pemerintah Provinsi Lampung 

tahun 2014-2022 (Rupiah) 

No Tahun 
Belanja Langsung Pemerintah 

(Rupiah) 

1 2014  2.309.626.502.536  

2 2015  2.106.306.263.239  

3 2016  2.044.023.428.191  

4 2017  2.818.713.161.361  

5 2018  3.039.153.600.012  

6 2019  2.457.315.916.819  

7 2020  2.416.103.473.492  

8 2021  2.356.202.276.832 

9 2022  2.841.749.366.948 

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2024 

Berdasarkan tabel 1.3 diatas dapat dilihat dari penyajian data 

pengeluaran belanja pemerintah Provinsi Lampung yaitu tahun 2014-2022. 

Terdapat fluktuasi dalam jumlah belanja langsung selama periode ini. Pada 

awalnya, belanja langsung sebesar Rp2.309.626.502.536 pada tahun 2014, 

kemudian mengalami penurunan hingga mencapai Rp2.044.023.428.191 pada 

tahun 2016. Namun, belanja langsung meningkat pada tahun-tahun berikutnya, 

mencapai puncaknya sebesar Rp3.039.153.600.012 pada tahun 2018. Setelah 

itu, terjadi penurunan kembali, dengan nilai belanja langsung sebesar 

Rp2.356.202.276.832 pada tahun 2021, pada tahun 2022 kembali naik sebesar 
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Rp2.841.749.366.948. Fluktuasi ini mencerminkan adanya perubahan dalam 

alokasi belanja langsung yang dipengaruhi oleh prioritas kebijakan pemerintah 

atau perubahan ekonomi selama periode tersebut.   

Secara umum pendapatan pemerintah yaitu pendapatan asli daerah, 

Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil memiliki 

angka yang fluktuatif, namun cenderung meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 

2020 mengalami penurunan karena pandemi Covid-19, sementara itu untuk 

pertumbuhan ekonomi Lampung sendiri juga mengalami penurunan yaitu -

1,66 persen. Belanja langsung pemerintah pada tahun 2020 mengalami 

peningkatan karena selama pandemi Covid-19 berfokus pada peningkatan 

fasilitas kesehatan, bantuan sosial, dan dukungan ekonomi bagi masyarakat 

yang terdampak langsung. Pada tahun 2021 hingga tahun 2022 merupakan 

masa pemulihan akibat pandemi Covid-19, pendapatan daerah mengalami 

peningkatan yang jumlah dananya  lebih besar dari dana sebelum terjadinya 

pandemi Covid-19, akan tetapi Pertumbuhan Ekonomi Lampung belum 

mencapai angka sebelum pandemi Covid-19. 

Meskipun banyak penelitian yang membahas pengaruh sumber dana 

daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, secara khusus belum ada yang 

meneliti tentang pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana 

alokasi khusus, dana bagi hasil, dan belanja langsung pemerintah terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Hal ini menciptakan kesenjangan 

yang perlu diteliti lebih lanjut agar pemerintah daerah dapat lebih memahami 

dan mengoptimalkan anggaran demi mendukung pertumbuhan ekonomi. 
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Penelitian ini penting karena pengelolaan dana tersebut menentukan 

keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta dapat 

membantu merancang kebijakan yang lebih baik untuk meningkatkan 

perekonomian, mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat, dan 

memastikan bahwa pengeluaran belanja pemerintah digunakan secara efektif 

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini akan memperlihatkan 

seberapa besar pengaruh setiap variabel terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Rentang waktu yang digunakan adalah dari tahun 2014-2022. Oleh karena itu, 

penulis melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli 

Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Langsung Pemerintah 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Lampung” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan 

sebelumnya, rumusan masalah dalam penulisan ini adalah : 

1. Sejauh mana Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Provinsi Lampung? 

2. Sejauh mana Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Provinsi Lampung? 

3. Sejauh mana Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Pertumbuhan di 

Provinsi Lampung? 

4. Sejauh mana Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Provinsi Lampung? 
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5. Sejauh mana Belanja Langsung Pemerintah berpengaruh terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung? 

6. Sejauh mana Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana 

Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Belanja Langsung Pemerintah 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Provinsi Lampung? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Provinsi Lampung. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Provinsi Lampung. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Provinsi Lampung. 

5. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Langsung Pemerintah terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung. 

6. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi 

Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Belanja Langsung 

Pemerintah secara bersama-sama  terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Provinsi Lampung. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi 

berbagai pihak sebagai berikut: 

1. Bagi penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan 

studi Strata Satu (SI) dan meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ilmu 

Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. 

2. Bagi pemerintah 

Menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan yang 

dilakukan pemerintah, sesuai dengan sasaran utama kebijakan tersebut. 

Membantu mengidentifikasi strategi pengembangan yang efektif untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. 

3. Bagi pihak lain 

Penelitian ini bisa digunakan sebagai tambahan sumber informasi 

bagi pihak lain yang berkopeten terhadap masalah yang dibahas, menjadi 

referensi dan diharapkan dapat berkontribusi sebagai bahan ilmiah.



94 
 

BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli 

daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan belanja 

pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung tahun 2014-

2022. Berdasarkan pada hasil analisis regresi data panel yang menggunakan 

Random Effect Model (REM) maka dapat diambil kesimpulan: 

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung. Artinya apabila 

Pendapatan Asli Daerah meningkat maka Pertumbuhan Ekonomi di 

Provinsi Lampung juga akan ikut meningkat. 

2. Terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan Dana Alokasi Umum 

(DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung. Hal ini ini 

terjadi karenakan DAU yang dialokasikan tidak merata atau tidak sesuai 

dengan kebutuhan pembangunan daerah dapat mengakibatkan alokasi 

sumber daya yang tidak efisien, sehingga menghambat pertumbuhan 

ekonomi. 

3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Dana Alokasi Khusus (DAK) 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung, yang artinya 

apabila Dana Alokasi Khusus meningkat maka Pertumbuhan Ekonomi di 

Provinsi Lampung juga akan ikut meningkat. 

4. Terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan Dana Bagi Hasil (DBH) 
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terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung. Artinya 

peningkatan pada Dana Bagi Hasil tidak ikut menaikkan Pertumbuhan 

Ekonomi. Hal ini terjadi karena Dana Bagi Hasil yang tidak merata atau 

kurang didukung oleh perencanaan pembangunan yang baik dapat 

mengurangi dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 

5. Terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan Belanja Langsung 

Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung. Hal ini 

terjadi karena alokasinya belum efektif mendorong sektor produktif. 

6. Secara bersama-sama Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, 

Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Belanja Langsung 

Pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Provinsi Lampung. 

Implikasi Kebijakan 

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini, memerlukan kebijakan 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Pemerintah daerah Provinsi Lampung mengoptimalkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Langsung guna 

mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Optimalisasi PAD 

dapat dilakukan melalui peningkatan tata kelola keuangan, pemaksimalan 

penerimaan dari pajak dan retribusi, serta pengembangan sektor-sektor 

unggulan daerah. Pemanfaatan DAK sebaiknya difokuskan pada 

pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang memiliki 

dampak ekonomi yang signifikan. Selain itu, pengelolaan anggaran perlu 



96 
 

 
 

dilakukan secara transparan, efisien, dan efektif agar manfaatnya dapat 

dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. 

2. Pemerintah daerah di provinsi Lampung mampu lebih baik mengelola 

sumber-sumber pendapatan daerahnya terutama Dana Alokasi Umum dan 

Dana Bagi Hasil. Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan perbaikan 

dalam proses pendistribusian DAU agar lebih merata dan sesuai dengan 

kebutuhan pembangunan daerah. Hal ini penting untuk meningkatkan 

efektivitas penggunaan DAU dalam mendukung kemajuan ekonomi. 

Peningkatan efisiensi alokasi DAU dapat meminimalkan dampak negatif 

yang terjadi. Perencanaan dan pengelolaan DBH perlu ditingkatkan, 

dengan fokus pada pemerataan dan transparansi. Pengalokasian DBH 

dilakukan tepat waktu dan sesuai ketentuan agar pemerintah daerah dapat 

menjalankan program pembangunan dengan baik dan mendorong 

pertumbuhan ekonomi secara maksimal. Pemerintah daerah juga harus 

memiliki perencanaan pembangunan yang lebih matang untuk 

memaksimalkan manfaat dari DBH. Sementara itu, belanja langsung 

pemerintah perlu diarahkan pada sektor-sektor strategis yang mendukung 

peningkatan produktivitas dan daya saing daerah. 

B. Saran 

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan pada penelitian ini, saran 

yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

Penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada analisis mendalam 

terkait mekanisme distribusi DAU, DBH dan belanja langsung pemerintah 
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serta faktor-faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan atau 

ketidaksesuaian dalam alokasi dana dengan kebutuhan pembangunan. 

Penelitian ini juga perlu memperhatikan karakteristik ekonomi setiap 

kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Penelitian selanjutnya bisa 

memasukkan variabel lain yang berpotensi mempengaruhi perkembangan 

ekonomi, seperti pengaruh kebijakan fiskal daerah, investasi daerah, atau 

faktor eksternal lain yang dapat memberikan gambaran lebih komprehensif 

terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. 
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